
5. Undanq-Undanq Nomor 22 Tahun 1997 tentan~ Narkotika (Lernbaran

Negara I:U Tahun 1997 Nornor 67, Tarnbahan l.embaran Negara RI

Nomor 31:;98) ;

6. Undanq-Undanq Nomor 10 Tahun 20.04 ·tf-lltang ·Pembentukan

Peraturau Perundang-undangan (l.ernbaran Ne~Jara HI Tahun 20.0.4

Nomor 5:1, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 389~1,);

Nornor 3(71) ;

3. Undang-l Jndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepeqawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 155,,
Tambahan l.ernbaran Negara RI Nomor ~m41)sebagaimana telah

diubah denqan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1~)99 (Lernbaran
Negara 1"·1.1Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 31;90) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran

Neqara r:~1Tahun '1997 Nornor 10, Tarnbahan l.ernbaran Negara RI,

2. Undanq-Undanq Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran N€!gara RI Tahun 1959 Nomor

'10, Tambahan Lernbaran·Negara Nornor 1(14) ;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun H:·45 ;

uahwa untuk melaksanakan ketentuan. Pasal 19 Peraturan Presiden

Nomor 83 -Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan
Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu, .
menetapkan Peraturan Daerah tentang Orqanluasi da.~ Tata Kerja

Pelaksana Harlan Badan Narkotika Provinsi Sumatera setatan.
,

, .GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ORGANISASI DAN TATA KER;JA

PELAKSANA HARlAN BADAN NARKOTlI<A

PROVINSI SUMATERA SELATAN .

DF.NGAN ~AHMAT TUHAN YANG M.h.HA. ESA

';' .TENT<ANG••

..
PERATURAI'J DAERAH PRO\/INSI SUMATf-RA.SELAT}\N,

NOMOR 9 TAHUN 2009

Men£ingat

Mer.imbang

'..



'"

Selatan,

balam PerallJran Daerah ini yang dirnaksud denqan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. ' :
2, Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan,

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera

Selat;jn,
Baden Narkotika Provinsi yang selanjutnya dapat disebut sNp
adalah 8adan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan. ,

Ketua Badan Narkotika Provinsi yang' sel~hjutnyal dapat dis~but

Ketua 8NP adalah Ketua Badan Narkotika Provinsi Sumatera
i ,

5.
i,i

6.
,.

.... _ ......
; I

Pasal1

BABI
KETENfUAN UMl'.lM

PERATUF',AN DAERAH TENTANG ORGANlSASI DAN TATA I(ERJA

PELAKS.ANA HARlAN BADAN NARKOTIKA 'PROVINSI SUMATERA

SELATA(\ ,

MEMUTUSKAN :

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dan

,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D~~RAH I

PROVINSI SUMATERA 5ELATAN

Denqan Persetuiuan Bersama

"9, Peraturan Presiden Repubtlk Indonesia Nomor g:~Tahun 2D07 tentang
Badan I'Jarkotika Nasional, 'Baden Narkotika . 'Provinsl dan Badan
Narkotik:l Kabupaten I Kota.

7, Undanq-L'ndanq Nomor 32 Tahun 2004 tentanq Pernerintahan Daerah

(Lembaran N'~gara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara FUNornor 4437) sebagaimana telah dlubah dengan Undang­

Undang Nornor 12 Tahun 2008 (Lernbaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 5~1,Tambahan Lembaran Neqara R,' Nomor 4844-) :

8. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 200-1; tentang Organisasi

Peranqkut daerah (Lembaran Negara ni Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 474'1) ; ,

"

""
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(1) Lakhar BNI' berada di bawah dan bertanm'jllng jawab kepada

Ketua BNP.
(2) Lakhar BNP dipimpin oleh Kepala Pelaxsana Harlan BNP.

Pasal3

Baqian ~ertama
Kedudukan

8AB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dengan Peraturan Daerah ini, dibenluk Pelaksana Harian (LAKHAR)

Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan..

BAS II
PEMBENTUKAN

Pasal2

golongan atau yang diletapkan dengan Kr-pulusan Menteri
KesehatsJI).

10, Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun .sintetis bukan
narkotlka, yang berkhasiat psikoaktif melalul pengaruh selekti{ pada,

susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas

menial dan perilaku.
11.Prekurso: adalah zat atau bahan kirnia yang dapat digunakan untuk

proses pnmbuatan narkotika atau pslkotropika.

12.Zat adiktif adalah zat yang karena sifalnya dapat menimbulkan

ketergan~unganbagi pemakainya.

Sumatera Selatan,

8, Kepala Pnlaksana Harian BNP. yang setanlutnva dapat disebut
Kalaknar 'SN!=> adalah Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR)
Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

9. Narkotika adalah zat atau obat ·yang berasal dad tanaman atau

bukan ta 'Iaman baik sintetis .maupun semi sintetis yang dapat
menyebabkan penurunan atau ;:Jerubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mnngurangl sampai menghilangkan nyert, dan dapat. '

menimbu!kan ketergantungan. yang dibedakan ke dalam 9010ngan-,

Pelaksana Harian Badan Narkotika ProvinsiBNP adalah
7, Pelaksana Harian SNP, yang selanjulnya dapat disebut Lakhar

,
I

; :,

i • I
I "
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(2) Bagan Susunan Organisasi Lakhar BNP adalah sebagaimana

tercanturn dalarn Larnpiran dan rnerupakan baqian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

a, Sekretariat ;

b. Bidang Pencegahan :

c, Bidang Penegakan Hukum ;.

d. Bidang Treatment dan Rehabllitasi ; ,.
e. Bidanq Kerjasama ;

f. Satuan Tugas.

(1) Susunan Organisasi Lakhar BNP terdiri dari :

Pasal6

Susunan Organisasi

BABlv
Or~GANISASI
Bagian Pertama:

, ,

a, penvusunan program Lakhar BNP;

b. pelaksanaan fasilltasi penyiapan program BNP
c. pelaksaneen tasllitasi dan pemberian pelayanan teknis BNP

i d. pengelolaan admlnistrasi keuangan, kepertawalan, perlengkapan,

rumah tc::n'Jgadan ketalausahaan di lingkungan BNP

Untuk melaksanakan tugas sebaga!mana dimaksud- dalam Pasal 4,
Lakhar BNP mempunyai lungs! :

8agian Ketiga

Fungsi

Pasal5

Lakhar BNP ."empunyai tuqas memberikan dukungan teknis,
administratif'dan operasional kepada BNP di bidang pencegahan,
pernberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

"

psikotropika, prekursor dan bahan adlktif lainnya.

13agiapKedua
Tugas Pokok

Pasal4

-4-
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Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Program;

b. Subbaqisn Keuangan;

c. Subbagi?n Umum dan Kepegawaian.

Pasal t t

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9,

Sekretaris rn.ampunyai funqsi :

a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan

perlenqkapan ;
b. pelaksanuan pengelolaan urusan kepeqawaian, !<euangan,

hubunqan masyarakat dan kesekretarlatan ;

c. pelaksanuan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNP ;

"Pasai 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan

keuangar, rumah tangga, perlengkapan, dan kepeqawalan dan

tata usaha umum.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan

bertanqqunq jawab kepaca Kalakhar BNP.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal9

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BNP ; . ,. ,
c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BNP ;

d. penqelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan,

rumah tangga dan ketatausahaan di iingkungan Lakhar BNp.

, .,

Untuk rnelaksanakan tugas sebaqalrnana dimaksud daiam Pasal 7,

Kalakhar BNP rnernpunyai fungsi :'

a. penyusunan progrqm Lakhar sNp ;

Pasal 8
.,~

Kalakhar BNP mernpunyai tugas rnernberikan pelai,~nan administratif
teknis operas ional kepada Ketua tiNP

Pasal 7

Bagiali Kedua
I

Kepala Pelaksana Harian

-5-
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Sidang Pen(,">gallan,terdiri dart : .

a. Subbidanq Preemtif/Ceramah ;

b. Subbidang Penyulullan dan Advokasi.
(

P<3sal14

g. melaxsanakan tugas iainnya yang dlberikan oleh ~ltasan.

,
. if. . melaksar ak~n sistem pengendalian intern' ;

e. rnenyusun rencana jangka panjang, menengah, pendek dan
merurnus-ran kebijakan teknis dan strategl dalam perirj'emb-ci-iigan
potensi rnasyarakat di bidang penvalahqunaan narkoba ;.

d. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi pemberdayaan potensi
masyarakat serta penyuiuhan dan penerangan ;

b. menyusun kriteria dan prosedur peiaksanaan advokasi, pemblnaan
potensi rnasyarakat serta penyuluhan ;

c. rnenyusun dan meiaksanakan blmblnqan teknls peiaksanaan

advokasi pembinaan dan penyuluhan di biclc:ln9 pencegahan

penyaiah uunaan narkoba ;

a. menYUSUI'I,merumuskan, melaksanakan dan rflEmgkoordinasikan
program clan :3trategipencegahan penyalahqunaan narkoba ;

Bidanq Penc""gahan rnempunyai tuqas :

Untuk metaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal12

Pa~;aI13

Bidang Penc(~ga"an mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

dan fungsi Lakhar BNP di bidang pencegahan penyalahqunaan dan •
pereaaraii gEllap iiarKotika, psiKOlropiKa,pr~Ku~sorciaI'! bal'1anaoiKtif
lainnya.

Baglan Keernpat
Bidang Pencegahan

Pasal12

-6-
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Bidang Treatment dan Rehabilitasi mempunyai tpgas rnelaksanakan
sebagian lugas dan fungsi Lakhar BNP di Bidanq Treatment dan

Rehabilitasi

Bagian Keenam

Bidang Treatment dan Rehabilitnsi
Pasal18

Sldang Penegakan Hukum terdirl dari :

a. Subbidanq Penegakan Hukum;
b. Subbidc ng Preventif.

Pasal17

Unluk melaksanakan lugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15.

Bidang Per.egakan Hukurn mempunyal lugas :

h. rnenyusun, merumuskan. melaksanakan dan, mengkoordinasikan
kebijakan program dan strateqi pemberantasan ~~.nyal~hll_unaan
dan peredaran gelap narkoba ; ,

b. menyusun kriteria prosedur pelaksanaan dan')mengkoordinaslkah .

kegiatar' penyelidikan, penyidikan indetitlkas]: razla/operasi dan

penuntui:an berdasarkan kebllakan di bidang pernberantasan
penyatah gunaan dan peredaran gelap narkoba ;.

c. rnenyusun. mengkoordinasikan dan melaksanakan blmblngan
teknis pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredarun gelap narkoba di bidang penegakan Hukurn ;
d. menyusun rencana jangka panjang, menengah, pendek don

rnerumuskan kebiJakan teknis dan strategi dalam pengembangan
I ., I ' .

potensi masyarakat di bidang penegakan hukum ;
e. rnelaksanakan slstem penqendalian intern :

f. rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

alasan.

Pasell16

Bidang Per egakan Hukum mempunyai tugas meleksenekan sebaglan
luges dan f'mgsi Lakhar BNP di bidang penegakan hukum.

Bagian kelima
Bidang Petiegakan Hukum

Pasal15

. :
-7-
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Bidang ker\asama mempunyal t.ugas rneiaksanakan sebaglan tugas
dan fungsi l..akharBNP di Bidang Kerjasama.

Pasal22

Bidang kerjasama mempunyai tugas :
a. menyusun kriteria prosedur peiaksanaan dan rnengkoordinasikan

pengembangan standar, norma prosedur, metode, bimbingan'

teknis kerjasarna sesuai ketentuan yang beraku ;

b. rnenyusun, mengkoordinasil<an dan melaksanakan bimbingan

teknis r.elaksanaan kerja sarna Luar Negeri dan antar Daerah

dibidanl_1 peneegailan, pernberantasan, penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba ;

Baqian ketujuh

Bidang kerjasama

Pasal21

, ,."

"a. Subbidang Bimbingan ;
b. Subbidang Perawatan.

Bidang Treatment dan Rehabilitasi, terdlri dari :

P8sal20

, .
, '

. ;, ,
I !'
! • t
: :!. ,

Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1-8,
Bidang Treatment dan Rehabilitasi mempunyat 'tugat}::
a. menyusun, rnerumuskan, melakeanakan dan ~.'engkoordJnasJkan

kebijakan program dan strategi pernberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkoba ;

b. rnenyusu.i kriteria prsedur pelaksauaan ;" bimbingan dan

mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan, penyidikan, .ideniilfkasi.
razia/operasi dan penuntutan berdasarkan kebiiakan di bidang
pernberautasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;

e. menYUSU!1rnengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknls

pelaksanaan kerja sama Luar Negeri dan antar Daerah dibldang ;
pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran
gelap narxoba ;

d. rnenyusi.n reneana jangka panjang, menengah, pendek dan

merurnuekan l<ebijakan teknis dan strategi dalarn pengembangan

potensi r-iasyarakat di bidang penegakan hukum;

e. meiaksanakan sistem pengenctaiian intern ;

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang clberikan oleh
atasan,

"

! .Pasal 19

-8··
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.. , ~ _,_.Bagian kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26 .
(1) Kalakhar BNP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(1) Kalakhar BNP adalah Jabatan Eseion ll.a,
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselpn lll.a,
(3) Kepala Subbaqian dan Kepala Subbidang adalah jabatan Eselon

IV.a.

BABVI

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Eseion

Pas.al25

(1) Untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang sifatnya khusus
dan dalarn oelaksanaannva rnelibatkan unsur llntas sektoral dapat
dibentuk ::;atuan Tugas .

(2) Pembentukan Satuan Tuqas sebagaimana -dirnaksud pada ayat

(1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan peraturan

perundanq-undanqan yang berlaku.

(3) Satuan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

funqslonal dikoordinasikan oleh Kalakhar BNP.

sAsV
SATUAN TUGAS

Pasai24

Bidang Kerjasama terdiri dari :

a. Subbidanq Kerjasama Luar Negeri;

b. Subbidanq Kerjasama Dalam Negeri.

Pasal23

pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

d. melaksanakan sistem pengendalian intern ;

e. rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberlkan OIElhatasan,

, : C. menyusun rencana Jangka panjang, rnenenqah, psndek dan

merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan

keria sarna luar neger; dan antar daerah di bidang pencegahan,

; :. -9-
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Dalam hal Kalakhar BNP berhalangan, tugasnya dilakukan oleh
Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh i

Gubernur

i='asal30

Setiap pimptnan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk-petuniuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing­
masing serta rnenyampalkan laporan berkala tepat pada waktunya
sesuai peraturan perundang - undangan yang bertaku.

~asal29

dalam pe'aksanaan tugas sesuai bldanqnya,

(2) Setiap pimpinan satuan organisas! dalam lingkungan Lakhar BNP
bertanggung jawab memimpln dan rTlElngkoordinasikan
bawatian'iYa serta meh'lberil<ehblt'l'lbiligah dan petulijlll<-peIUnjUl<

(1) Dalarn fnel3ksanaRar'l IUgasnya Kalakllai', Sel<retaris L3kriaf aan
para Kepala Bidang pada Lakhar BNP menerapkan prinsip
koordlnast, Integrasi dan sinkronisasl.

Pasal28

Dalam rnelaksanakan tugasnya Kalakhar BNP berlanggung Jawab
kepada Ketua BNP dan secara teknis adrninlstratrt rn~ngikuti petunjuk
dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

. -

£lASVii
TATAKERJA

~asai27

(2) Sekretaris Lakhar, Kepala Bidang, Kepala SUbba'giandan Kepala
Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul
Kalakhar BNP melalui Sekretaris Daerah.

(3) Penqanqkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dapat dllimpahkan kepada
Sekrelaris Oaerah.

-10-
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Diundangkan di °alembang
pada tanggal :; ).gustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
,::,:,~SlJivtA I=RASELATAN

"':~·If~~:","':":':"!._I.'~~ •,.'1--,>'" -, ' I"~"
{''''.'' \,';',.\\./':to - __ " .');'1',

J, • SE~;HnTr,' ..; \ •.
:\\ \_ [),\r:r. 'I

',0;,:"; • M, . ,
'~"""""'~__'-,.1"1/., ,.\~~,~ •

, :'. ';"~ 'LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2009 NOMOR ....2.... SERI D

I'!

I ; I,' .!

--
I \

Peraturan Oaerah inl mulal berlaku pada tanggal diundangk~n,

Agar setlap orang rnengetahuinya. rnemertntahken pengundangan'
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

, !
I
"

Pasal33

Peraturen Daerah lnl,
ditetapkan leblh lanJlI';

I

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
dengan Peraturan Gubernur,

!

BA61X

KETENTUAN PENUTlJP

Pasal32

Segala blaya yang dlperlukan datarn pelaksanaanJtugas Lakhar BNP
dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan 8elan)a. Daerah Provlnsl
dan atau sumber lain yan9 sandan tidak rnenqlkat.

"

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal31

-11-

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
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